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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bahwa Tradisi Gebyag berakar pada kepercayaan kolektif bahwa pohon 

Lemah Duwur di Dusun Guyung adalah petilasan Aryo Penangsang yang 

wajib dilakukan sebelum menyelenggarakan pertunjukan seni mistis. Secara 

filosofis, tradisi ini bertumpu pada empat pilar: keselarasan kosmis (slamet), 

penghormatan kepada leluhur (nguri-uri budaya), tenggang rasa (tepa slira) 

terhadap kekuatan gaib, dan tanggung jawab kolektif. Kajian etnografis 

mengungkap lima nilai hukum adat yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai 

religio-magis, penghormatan leluhur, ketertiban dan kepastian hukum, 

solidaritas komunal, serta kearifan ekologis-spiritual. Keseluruhan nilai ini 

menjadikan tradisi Gebyag mendapat perlindungan konstitusional melalui 

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.  

2. Bahwa Modernisasi tidak berhasil menggerus eksistensi tradisi Gebyag. Hal 

tersebut disebabkan oleh Ritual, keyakinan, dan tata cara pelaksanaannya 

tetap dipertahankan secara konsisten oleh masyarakat Desa Klagen hingga 

saat ini. Ketahanan ini ditopang oleh empat faktor yang bekerja sinergis: (1) 

kekuatan keyakinan supernatural yang diperkuat ingatan kolektif tentang 

peristiwa kesurupan massal akibat pengabaian ritual; (2) relevansi fungsional 

karena pertunjukan seni mistis masih menjadi bagian integral kehidupan 

sosial budaya desa; (3) tekanan sosial dan ekspektasi komunal yang 

mendorong kepatuhan, termasuk dari pelaku seni luar desa; serta (4) identitas 
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lokal yang kuat melalui narasi petilasan Aryo Penangsang. Pengaruh 

modernisasi lebih berkenaan dengan dimensi kognitif, di mana generasi muda 

memaknai tradisi ini secara lebih rasional sebagai ekspresi penghormatan 

leluhur, namun pergeseran pemaknaan ini tidak berujung pada penolakan 

terhadap praktiknya. Fenomena ini merupakan wujud ketahanan budaya 

(cultural resilience) yang membuktikan kemampuan tradisi Gebyag 

beradaptasi pada level pemahaman sambil mempertahankan keteguhan pada 

level nilai dan kepercayaan yang paling mendasar. 

3. Bahwa masyarakat Desa Klagen tidak merasa malu karena dianggap kolot di 

tengah arus modernisasi dalam melaksanakan tradisi Gebyag, namun juga 

tidak menyatakan rasa bangga terhadap tradisi tersebut. Berdasarkan hasil 

wawancara, tradisi ini tetap dilaksanakan karena telah menjadi kebiasaan 

yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, tradisi Gebyag juga tidak 

memiliki peraturan tertulis maupun lembaga atau organisasi adat yang secara 

khusus dibentuk untuk mengurus pelaksanaannya, tidak terdapat 

kepengurusan adat, panitia, maupun badan resmi baik di tingkat dusun yang 

bertanggung jawab atas tradisi ini. Ketaatan masyarakat sepenuhnya 

bertumpu pada kesadaran kolektif dan keyakinan supernatural yang 

diwariskan turun-temurun, tanpa memerlukan lembaga formal untuk menjaga 

kepatuhannya. 
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B.  Saran 

1. Masyarakat Desa Klagen dan pemerintah desa hendaknya menjaga dan 

mewariskan tradisi Gebyag tidak sekadar sebagai kewajiban ritual semata, 

melainkan dengan memahami dan menghayati nilai-nilai filosofis yang 

terkandung di dalamnya, yaitu keselarasan kosmis (slamet), penghormatan 

kepada leluhur (nguri-uri budaya), dan tanggung jawab kolektif terhadap 

sesama anggota komunitas. Pemahaman yang berakar pada nilai filosofis ini 

akan menjadikan pelestarian tradisi Gebyag lebih bermakna, berkelanjutan, 

dan tidak mudah terkikis oleh arus perubahan zaman, sebab tradisi yang 

dipahami secara mendalam akan dipertahankan bukan hanya karena takut 

sanksi supranatural, melainkan karena kesadaran penuh akan identitas dan 

kearifan lokal yang diembannya. 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperdalam kajian tentang tradisi 

Gebyag khususnya dari sisi fenomena cultural resilience yang terbukti 

mampu bertahan di tengah arus modernisasi. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa modernisasi tidak serta-merta menghancurkan tradisi adat melainkan 

hanya menggeser cara memaknainya di mana generasi muda tetap 

melaksanakan tradisi ini bukan lagi semata karena keyakinan supranatural, 

melainkan karena kesadaran akan identitas dan warisan leluhur. Fenomena 

pergeseran pemaknaan tanpa pengikisan praktik ini merupakan gejala yang 

menarik dan belum banyak dikaji secara mendalam dalam literatur hukum 

adat di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian-penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat menjadikan temuan ini sebagai titik tolak untuk mengkaji 
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tradisi-tradisi adat serupa di wilayah lain, sehingga dapat terbangun referensi 

yang lebih kaya tentang ketahanan hukum adat lokal di tengah perubahan 

zaman. 
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